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BAB I

[bookmark: _bookmark5]PENDAHULUAN
1.1 [bookmark: _bookmark6]Latar Belakang

Sebagai salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia, Indonesia memiliki tantangan sekaligus potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu sektor yang berperan vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut adalah sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Raja et al., 2023; Salsabillah et al., 2023; Yolanda, 2024). UMKM di Indonesia telah terbukti menjadi pilar utama dalam penciptaan lapangan kerja, penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, serta menjadi kontributor signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional (Tambunan, 2019)(Anatan & Nur, 2023; Tambunan, 2019). Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB Indonesia dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di seluruh Indonesia (Sidin & Indiarti, 2020).
(Jalil et al., 2024) menjelaskan secara umum bahwa penerimaan pendapatan negara terdiri dari pendapatan pajak dan pendapatan bukan pajak. Sampai saat ini, pajak tetap memiliki peran yang sangat penting sebagai sumber utama penerimaan negara. Hal ini terbukti dari laporan penerimaan pajak mencapai 108,8% dari target APBN. Dengan menggunakan sistem perpajakan self-assessment, wajib pajak dituntut untuk secara mandiri memahami, menerapkan tata cara perpajakan, serta mematuhi setiap perpajakan yang berlaku.
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Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah melalui Pembangunan nasional. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dinyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, yang diwajibkan oleh undang-undang, tanpa menerima imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara demi kemakmuran masyarakat. Masalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak sangat penting karena ketidakpatuhan dalam perpajakan dapat menyebabkan penghindaran dan penggelapan pajak, yang secara langsung mengurangi penerimaan pajak ke kas negara Indonesia (Rara, 2016).
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan bagian integral dari sektor usaha nasional yang memiliki posisi strategis, potensi besar, serta peranan penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional berdasarkan prinsip keadilan ekonomi. Kota Samarinda, sebagai ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur, memiliki potensi pengembangan UMKM yang cukup besar. Beragam jenis UMKM berkembang di Kota Samarinda, meliputi sektor kuliner, fesyen, industri, jasa, dan lain sebagainya. Perkembangan UMKM di Kota Samarinda 2020 hingga pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 45.021 unit, di antaranya UMKM yang paling mendominasi yaitu di bidang kuliner sebanyak 16.650 (satudata.samarindakota.go.id).
Kepatuhan pajak yang diwujudkan sebagai kemandirian dalam melaksanaakan kewajiban perpajakan dapat memupuk perilaku patuh pajak tanpa adanya paksaan dari petugas pajak (Aryawan et al., 2022a). Kepatuhan Wajib Pajak
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UMKM dalam memanfaatkan insentif pajak yang diberikan dan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan masih sangat kurang. Kurangnya pengetahuan Wajib Pajak UMKM dalam memanfaatkan insentif pajak dan melaporkan pajak yang terutang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban (Pui Yee et al., 2017). Rendahnya kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia bukan hanya disebabkan oleh minimnya pengetahuan, tetapi juga karena Wajib Pajak cenderung tidak melaksanakan kewajiban pajaknya bila dianggap tidak menguntungkan (Darmayasa et al., 2016). Pemerintah mengeluarkan kebijakan ekonomi yang berbasis insentif pajak dengan harapan dapat memberikan manfaat maksimal bagi Wajib Pajak. Menurut penelitian (AR Mahmuda, RM Mustofa, 2019), semakin besar manfaat yang dirasakan oleh Wajib Pajak, maka semakin terbentuk pola pikir bahwa membayar pajak adalah suatu hal yang penting, yang pada akhirnya dapat mendorong kepatuhan dalam meningkatkan kewajiban perpajakkan.
Di Indonesia, setiap individu memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk bisa memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang berfungsi sebagai alat administrasi perpajakan sekaligus identitas dalam interaksi antara individu (Christian Cahyaputra Siat dan Agus Arianto Toly, 2012). Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah langkah awal bagi pelaku usaha UMKM dalam menaati peraturan yang ditetapkan oleh negara (Ernawati et al., 2022). Model penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak yang dikaitkan dengan pemberian insentif pajak telah banyak dikembangkan oleh sejumlah peneliti, seiiring dengan diperkenalkannya  berbagai  jenis  insentif  perpajakan  Indonesia.  (Ui,  2012)





menemukan bahwa terdapat perbedaan tingkat kepatuhan pajak badan UMKM dalam hal pembayaran pajak serta pelaporan dan pengisian SPT setelah diberlakukannya fasilitas pengurangan tarif pajak penghasilan. Sementara itu menurut (L.K & P, 2017), kebijakan insentif pajak mempengaruhi perubahan perilaku kepatuhan UMKM, yang tercermin dari peningkatan jumlah Wajib Pajak yang mendaftarkan diri dan membayar pajak, serta pertumbuhan penerimaan dari pajak final.
Namun demikian, meskipun kontribusinya sangat besar, tidak semua UMKM telah masuk ke dalam sistem perpajakan. Salah satu langkah awal untuk partisipasi dalam hal ini adalah dengan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak UMKM yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), meskipun memenuhi kriteria sebagai subjek pajak. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan UMKM untuk mendaftar sebagai Wajib Pajak masih dipengaruhi oleh berbagai faktor yang perlu dipahami secara lebih mendalam (Siat & Toly, 2013)
Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendorong UMKM agar masuk ke dalam sistem perpajakan, salah satunya melalui pemberian insentif pajak. Insentif ini mencakup pembebasan atau keringanan pajak penghasilan bagi UMKM dengan omzet tertentu, serta penyederhanaan administrasi perpajakan (Khairiyah & Akhmadi, 2019b). Insentif pajak diharapkan dapat menjadi stimulan bagi pelaku UMKM untuk bersedia mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Namun, efektivitas insentif tersebut bergantung pada seberapa





baik informasi diterima dan dipahami oleh pelaku UMKM, serta apakah insentif tersebut cukup menarik untuk mendorong pengambilan keputusan.
Selain insentif, tingkat pendapatan juga diyakini berperan penting dalam proses pengambilan keputusan UMKM untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. UMKM dengan pendapatan yang lebih tinggi mungkin merasa lebih siap secara finansial untuk memikul kewajiban perpajakan, sementara UMKM dengan pendapatan lebih rendah cenderung menunda atau menghindari pendaftaran karena kekhawatiran terhadap beban pajak (Andreansyah & Farina, 2022).
Beberapa penelitian sebelumnya telah mencoba mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi UMKM untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Misalnya, penelitian oleh Maria Angelina Jelita et al., (2023) menunjukkan bahwa insentif pajak dan tingkat pendapatan memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan UMKM untuk mendaftarkan NPWP. Sebaliknya, studi yang dilakukan oleh Putri dan Setiawan (2024) menemukan bahwa kedua variabel tersebut tidak berpengaruh secara signifikan, dan justru faktor non-ekonomi seperti literasi pajak dan sikap terhadap pemerintah lebih dominan. Sementara itu, penelitian oleh (Nitara & Setiawan, 2023) menemukan bahwa hanya tingkat pendapatan yang berpengaruh, sementara insentif pajak tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Perbedaan hasil temuan ini menunjukkan adanya inkonsistensi dalam literatur, yang menjadi salah satu landasan penting dilakukannya penelitian ini, guna memperkuat atau mengklarifikasi pengaruh insentif pajak dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan UMKM untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, khususnya di wilayah Samarinda.





Penelitian ini didasarkan pada teori atribusi yang diperkenalkan oleh (Heider, 2013). Menurut teori ini, perilaku individu dipengaruhi oleh dua penyebab, yaitu faktor internal (yang berasal dari dalam diri individual) dan faktor eksternal (yang berasal dari lingkungan sekitarnya). Teori atribusi dianggap relevan sebagai landasan dalam menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, baik faktor yang bersumber dari dalam diri Wajib Pajak sendiri maupun pengaruh eksternal, seperti kebijakan pemerintah berupa pemberian insentif pajak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.
Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengulas kembali pengaruh insentif pajak dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan UMKM di Samarinda untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui kuesioner kepada pemilik UMKM. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif untuk mendorong pendaftaran UMKM sebagai Wajib Pajak, memperluas basis pajak, dan mendukung pembangunan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
1.2 [bookmark: _bookmark7]Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Apakah insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan UMKM untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak di Samarinda?





2. Apakah tingkat pendapatan UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan UMKM untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak di Samarinda?
1.3 [bookmark: _bookmark8]Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Menganalisis pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan UMKM untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak di Samarinda.
2. Menganalisis pengaruh tingkat pendapatan UMKM terhadap kepatuhan UMKM untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak di Samarinda.
1.4 [bookmark: _bookmark9]Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang perpajakan,
Secara teoritis, pe

nelitian ini memperkaya literatur mengenai faktor-faktor yang memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM untuk masuk ke dalam sistem perpajakan melalui pendaftaran sebagai Wajib Pajak. Dengan menggunakan pendekatan teori atribusi, penelitian ini memberikan perspektif pentingnya pencapaian terhadap perilaku seseorang dalam pengambilan Keputusan.
2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pelaku Usaha





Bagi pelaku UMKM, hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih dalam mengenai pentingnya pendaftaran sebagai Wajib Pajak serta manfaat yang dapat diperoleh dari mengikuti sistem perpajakan yang berlaku. Selain itu, hasil penelitian ini juga bisa menjadi referensi bagi lembaga atau organisasi yang bekerja dalam bidang pengembangan UMKM untuk memberikan dukungan yang lebih optimal kepada UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.
b. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, dalam merancang kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan sesuai dengan karakteristik UMKM di Samarinda. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan insentif pajak yang lebih tepat sasaran untuk mendorong UMKM mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. untuk memberikan dukungan yang lebih optimal kepada UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.





[bookmark: _bookmark10]BAB II KAJIAN PUSTAKA
2.1 [bookmark: _bookmark11]Landasan Teori

2.1.1 [bookmark: _bookmark12]Teori Atribusi (Attribution Theory)

Teori Atribusi yang dinyatakan oleh Fritz Haider (1958) sebagai pelopor teori atribusi, yang berfokus pada upaya memahami perilaku individu. Teori ini menjelaskan bagaimana seseorang menafsirkan atau mencari tahu penyebab di balik tindakan yang dilakukan oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain. Menurut Smith et al.,(2020), teori atribusi merupakan suatu pendekatan yang menjelaskan bahwa ketika seseorang mengamati perilaku orang lain, ia akan berusaha menilai apakah perilaku tersebut disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Perilaku yang bersumber dari faktor internal diyakini sebegai hasil dari kendali pribadi individu itu sendiri, tanpa pengaruh di lingkungan luar. Sebaliknya, perilaku yang berasal dari faktor eksternal dianggap sebagai akibat dari tekanan atau pengaruh situasi di luar individu. Dalam menentukan apakah suatu perilaku disebabkan oleh faktor internal atau eksternal, terdapat tiga faktor utama yang menjadi pertimbangan, yaitu (Maryam, 2018):
1. Kekhususan

Faktor ini berkaitan dengan sejauh mana seseorang bertindak berbeda dalam situasi yang berbeda. Bila perilaku tersebut diaggap normal atau biasa dalam situasi tertentu, maka cenderung diatribusi pada faktor internal. Namun jika perilakunya dianggap tidak bisa atau berbeda dari biasanya, maka kemungkinan besar penyebabnya berasal dari faktor eksternal.







2. Konsensus

Konsensus merujuk pada apakah orang lain yang berada dalam situasi serupa juga menunjukkan perilaku yang sama. Bila hanya individu tersebut yang berperilaku demikian (consensus rendah), maka penyebabnya dianggap berasal dari faktor internal. Namun bila banyak orang memperliatkan perilaku yang serupa (consensus tinggi), maka penyebabnya lebih cenderung pada faktor eksternal.
3. Konsistensi

Konsistensi menunjukkan apakah individu tersebut menampilkan perilaku yang sama dalam berbagai kesempatan atau waktu. Jika perilaku tersebut konsisten dari waktu ke waktu, maka lebih mungkin dianggap berasal dari faktor internal. Namun jika perilakunya tidak konsisten, maka penyebabnya bisa jadi berasal dari faktor eksternal.
Teori atribusi memiliki relevansi dengan topik penelitian ini karena kepatuhan UMKM untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dapat dipahami sebagai suatu perilaku yang dipengaruhi oleh persepsi terhadap penyebab-penyebab tertentu. Dalam hal ini, perilaku patuh UMKM untuk mendaftar sebagai wajib pajak dipandang sebagai hasil dari proses atribusi, yaitu upaya individu dalam menilai alasan di balik tindakannya. Salah satu faktor eksternal yang dapat memengaruhi perilaku tersebut adalah insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah. Insentif pajak berasal dari luar individu dan berada di luar kendali pelaku UMKM, sehingga termasuk dalam kategori faktor eksternal. Tingkat pendapatan UMKM dapat dilihat
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sebagai faktor internal. Secara Internal, pendapatan mencerminkan kapasitas finansial individu untuk memenuhi kewajiban pajak. Teori atribusi menyatakan bahwa individu akan mengevaluasi apakah perilaku mereka (dalam hal ini, kepatuhan pajak) dipengaruhi oleh faktor internal seperti pendapatan yang cukup. Oleh karena itu, teori atribusi dapat digunakan untuk menjelaskan bahwa kepatuhan UMKM di Kota Samarinda dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak bisa jadi dipicu oleh faktor eksternal dan internal, seperti adanya kebijakan insentif pajak yang mendorong para pelaku ussaha untuk bersikap patuh (Herdiatna & Lingga, 2022).
2.1.2 [bookmark: _bookmark13]Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM merupakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh individu atau badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu terkait aset dan omzet. Keberadaan UMKM di Indonesia tidak hanya sebagai penggerak ekonomi tetapi juga sebagai pencipta lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan (Herdiatna & Lingga, 2022). UMKM yang terus meningkat membawa dampak positif yang signifikan bagi perekonomian Indonesia. Dengan kontribusinya yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), UMKM menjadi pelopor penggerak ekonomi nasional. Selain itu, kemampuan UMKM dalam menyerap tenaga kerja membantu mengurangi tingkat pengangguran dan mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat (Pratami & Irma, 2021).
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Populasi UMKM yang terus meningkat setiap tahunnya memberikan peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor ini. Namun, upaya tersebut tidaklah mudah, mengingat kontribusi UMKM dalam sektor perpajakan masih tergolong rendah sehingga ketidakseimbangan kontribusi ini menjadi indikasi bahwa tingkat kepatuhan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah menerbitkan kebijakan baru dengan menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi pelaku UMKM, dari sebelumnya 1% menjadi 0,5%. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan dari usaha yang diterimaatau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto tertenti, yang berlaku efektif mulai 1 Juli 2018 (Suci et al., 2019).
Beragam jenis UMKM berkembang di Kota Samarinda, meliputi sektor kuliner, fesyen, industri, jasa, dan lain sebagainya. Perkembangan jenis usaha UMKM di Kota Samarinda yang banyak ditekuni ialah usaha mikro mencapai 70% dari keseluruhan UMKM. Bidang yang banyak ditekuni dalam UMKM adlah bidang kuliner dan bidang fesyen. di antaranya bidang yang paling mendominasi yaitu di bidang kuliner mencapai 34,14% dari jumlah UMKM (Ihsan et al., 2024)
2.1.3 [bookmark: _bookmark14]Kepatuhan Wajib pajak UMKM

Kepatuhan pajak adalah keputusan individu atau entitas ekonomi, seperti UMKM, untuk mematuhi kewajiban perpajakan yang ada (Doyle et al., 2020; Misra, 2019). Kepatuhan pajak merupakan aspek yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara karena pajak adalah salah satu sumber utama pendapatan bagi pemerintah yang digunakan untuk pembangunan dan penyediaan





layanan publik. Namun, tingkat kepatuhan pajak sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks, baik dari sisi wajib pajak itu sendiri, kebijakan perpajakan pemerintah, serta aspek sosial dan ekonomi (Christian Cahyaputra Siat dan Agus Arianto Toly, 2012).
Dalam konteks UMKM, faktor-faktor seperti insentif pajak, biaya administratif, serta penegakan hukum mempengaruhi kepatuhan UMKM untuk mendaftar sebagai Wajib Pajak. Insentif pajak yang diberikan pemerintah, seperti pengurangan atau pembebasan pajak bagi UMKM, dianggap sebagai bentuk stimulasi untuk mendorong kepatuhan pajak (Putri & Setiawan, 2024). Jika insentif pajak ini lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan oleh UMKM untuk mematuhi kewajiban pajak, maka UMKM cenderung untuk mendaftar sebagai Wajib Pajak.
Selain itu, kepatuhan pajak juga mencakup faktor-faktor psikologis dan sosial, seperti kepercayaan terhadap pemerintah dan norma sosial (Cahyonowati et al., 2023). Wajib pajak yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi terhadap pemerintah dan sistem perpajakan akan lebih cenderung untuk patuh, karena UMKM merasa bahwa pajak yang UMKM bayar akan digunakan untuk kepentingan umum yang jelas. Sebaliknya, kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah atau persepsi bahwa sistem perpajakan tidak adil dapat menurunkan tingkat kepatuhan pajak. Norma sosial juga berperan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kepatuhan pajak, karena jika banyak orang atau pelaku usaha di sekitarnya yang mematuhi pajak, maka individu atau pelaku usaha lainnya cenderung mengikuti (Saputra & Meivira, 2020).





Dalam penelitian ini, teori kepatuhan pajak dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana faktor-faktor ekonomi (seperti insentif pajak dan tingkat pendapatan) dan faktor psikologis (seperti persepsi terhadap risiko dan kepercayaan terhadap pemerintah) memengaruhi kepatuhan UMKM untuk mendaftar sebagai wajib pajak. Teori ini memberikan dasar untuk memahami bahwa kepatuhan pajak tidak hanya bergantung pada kewajiban hukum semata, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal yang membentuk perilaku pajak suatu individu atau kelompok ekonomi.
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2021, diklasifikasikan berdasarkan besarnya modal usaha atau pendapatan tahunan. Kategorinya sebagai berikut:
1. Usaha mikro merupakan kegiatan usaha produktif yang dimiliki oleh individu dan/atau badan usaha milik perseorangan, yang memenuhi ketentuan sebagai usaha mikro.
2. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi produktif yang bersifat mandiri, dijalankan oleh individu atau badan usaha, dan tidak menjadi anak perusahaan maupun cabang dari usaha menengah atau besar, baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang juga berdiri sendiri, dikelola oleh individu atau badan usaha, dan tidak berstatus sebagai anak perusahaan atau cabang dari usaha kecil maupun besar, baik secara langsung maupun tidak langsung.





Berdasarkan Peraturan Pemerintah UMKM No. 7 Tahun 2021 Pasal 35 Ayat 3 dan 6, klasifikasi UMKM ditentukan berdasarkan besarnya modal usaha, yang mencakup modal sendiri maupun modal pinjaman guna menunjang aktivitas bisnis. Adapun rincian kriteria dan ketentuannya adalah sebagai berikut:
1. Usaha Mikro: Memiliki total modal usaha maksimal Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha, serta pendapatan tahunan tidak melebihi Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
2. Usaha Kecil: Memiliki modal usaha di atas Rp1.000.000.000,- hingga maksimal Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dengan omzet tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,- hingga Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).
3. Usaha Menengah: Modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,- hingga maksimal Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta pendapatan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,- hingga mencapai Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).
2.1.4 [bookmark: _bookmark15]Insentif Pajak

Insentif Pajak menurut penelitian (Amah et al., 2023) menjelaskan insentif pajak adalah tindakan pemerintah untuk memotivasi individu dan pelaku usaha dalam menghemat dana serta mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Menurut Henriette & Erasashanti (2023), Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022, pemerintah melakukan perubahan terhadap sejumlah ketentuan  pajak  penghasilan,  termasuk  PPh  Final  0,5%  yang  sebelumnya





terncantum dalam dalam PP Nomor 23 Tahun 2018. Dalam aturan baru ini, pelaku UMKM dengan omzet hingga Rp500.000.000,00 per tahun tidak lagi dikenakan pajak penghasilan. Sebagai respons terhadap krisis yang terjadi, pemerintah Indonesia menetapkan sejumlah langkah fiskal, termasuk pemberian fasilitas insentif pajak sebagai salah satu strateginya (Agustiana et al., 2023).
Insentif pajak merupakan strategi efektif untuk mendukung UMKM dalam menjaga keberlangsungan usahanya serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, melalui pengurangan, pengecualian, atau pembebasan pajak dalam jangka waktu tertentu. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban perpajakan, sekaligus mendorong pelaku usaha dan individu agar berperilaku sosial yang positif dan memberikan dampak baik bagi masyarakat luas. Pemberian insentif pajak oleh pemerintah dapat membantu mengurangi beban perpajakan yang ditanggung oleh pelaku UMKM, serta menekan pengeluaran sehingga dana yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha baru. Kebijakan ini diharapkan mampu meminimalkan kerugian yang dialami UMKM akibat regulasi perpajakan yang secara tidak langsung memengaruhi porsi pendapatan negara (Yolanda, 2024). Efek positifnya dapat terlihat dari meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Insentif pajak pada umumnya terdapat 4 macam bentuk, yaitu (Dewi et al., 2020):
1. Pengecualian Pajak

Pengecualian pajak merupakan bentuk insentif yang paling umum diterapkan. Insentif ini memberikan keleluasaan bagi wajib pajak untuk tidak membayar





pajak selama periode tertentu sesuai ketetapan pemerintah. Meski demikian, kebijakan ini perlu ditetapkan dengan penuh pertimbangan. Aspek penting yang harus diperhatikan adalah durasi pemberian pembebasan pajak dan sejauh mana investasi yang didorong dapat memberikan manfaat atau hasil nyata. Contohnya adalah tax holiday atau tax exemption.
2. Pengurangan Dasar Pengenaan Pajak

Insentif pajak ini umumnya diberikan dalam bentuk biaya-biaya tertentu yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Dalam praktiknya, besaran biaya yang diperolehkan untuk dikurangkan sering kali melebihi jumlah sebenarnya. Contoh bentuk insentif ini antara lain adalah pengurangan ganda (double deducation), tunjangan investasi (investment allowance), serta kompensasi kerugian (loss carry forward).
3. Penangguhan Pajak

Jenis insentif berikutnya adalah penundaan pembayaran pajak, yang memberikan keleluasaan bagi wajib pajak untuk menunda pelunasan kewajiban perpajakan hingga waktu tertentu yang telah ditentukan.
4. Pengurangan Tarif Pajak

Pengurangan tarif pajak, yaitu penyesuaian tarif dari tarif umum menjadi tarif khusus sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah. Insentif ini paling sering dijumpai pada jenis pajak penghasilan, seperti pemotongan tarif pajak penghasilan badan (corporate income tax) atau tarif pajak atas pemotongan (withholding tax).





2.1.5 [bookmark: _bookmark16]Tingkat Pendapatan

Tingkat Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh individu atau rumah tangga dalam periode waktu tertentu sebagai hasil dari berbagai sumber ekonomi, seperti pekerjaan, investasi, atau kegiatan usaha (Argo et al., 2021). Dalam konteks UMKM, pendapatan adalah hasil dari kegiatan usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Menurut teori pendapatan klasik yang dikemukakan oleh pendapatan berfungsi sebagai penggerak ekonomi yang mempengaruhi konsumsi, tabungan, dan investasi dalam perekonomian (Henriette & Erasashanti, 2023).
Pendapatan yang diterima oleh UMKM akan mempengaruhi kapasitas mereka dalam menjalankan usaha, termasuk kemampuan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. UMKM dengan pendapatan yang lebih tinggi akan memiliki daya beli yang lebih baik, yang memungkinkan mereka untuk berkembang lebih cepat dan memenuhi kewajiban fiskal mereka, termasuk mendaftar sebagai wajib pajak (Fadilah et al., 2021a)
2.2 [bookmark: _bookmark17]Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian sebelumnya menjadi salah satu sumber referensi bagi penulis dalam melakukan penelitian ini, yang nantinya akan digunakan sebagai bahan perbandingan dalam mengembangkan penelitian yang sedang dilakukan. Penulis memilih beberapa penelitian yang relevan mengenai Pengaruh Insentif Pajak dan Tingkat Pendapatan UMKM terhadap Keputusan UMKM untuk Mendaftar sebagai Wajib Pajak, untuk memperkaya kajian dalam penelitian ini. Beberapa penelitian tersebut telah disajikan dalam Tabel 2.1.





[bookmark: _bookmark18]Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

	No.
	Penulis dan Tahun Penelitian
	Variabel Penelitian
	Hasil Penelitian

	1
	Rotinsulu (2024)
	Insentif Pajak, Tingkat Pendapatan, dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM E- Commerce
	Insentif pajak dan tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang bergerak di sektor e-commerce.

	2
	Jelita (2023)
	Insentif Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
	Insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Alok Timur, Alok Barat, dan Alok Kabupaten Sikka, dengan kontribusi
sebesar 92,5%.

	3
	Fadilah (2021)
	Tingkat		Pendapatan, Penurunan Tarif, Perubahan Cara	Pembayaran, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
	Tingkat pendapatan dan perubahan metode pembayaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM selama pandemi COVID- 19, sedangkan pengurangan tarif pajak tidak berpengaruh. Semakin tinggi pendapatan dan semakin mudah metode pembayaran pajak, semakin  tinggi  kepatuhan  wajib
pajak UMKM.

	4
	Henriette	& Erasashanti (2023)
	Insentif Pajak, Tingkat Pendapatan, Digitalisasi, dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
	Insentif pajak, tingkat pendapatan, dan digitalisasi memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di
era pandemi COVID-19 di wilayah Jakarta Timur.

	5
	Argo, Tasik, & Goni (2021)
	Pendapatan Keluarga
	signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
Pelaku usaha menyesuaikan strategi jualan saat pandemi

	7
	Amah,	N., Febrilyantri, C., & Lestari, D. (2023)
	Insentif Pajak, Tingkat Kepercayaan, dan Kepatuhan Wajib Pajak
	Insentif	pajak	dan		tingkat kepercayaan	memiliki	pengaruh
positif	dan	signifikan	terhadap kepatuhan wajib pajak

	8
	Andreansyah	& Farina (2022)
	Insentif	Pajak,	Sanksi, Pelayanan Pajak
	Semua variabel berpengaruh positif signifikan

	9
	Khairiyah	& Akhmadi (2019)
	Kebijakan Insentif Pajak
	Insentif	mendorong	kepatuhan, namun implementasi masih lemah

	10
	Fadilah, Noermansyah, & Krisdiyawati (2021)
	Pendapatan,	Tarif	Pajak, Sistem Pembayaran
	Semua variabel berpengaruh positif

	11
	Nitara & Setiawan (2023)
	Insentif,	Pendapatan, Sosialisasi
	Sosialisasi	dan	insentif	sangat berpengaruh

	12
	Ernawati, Kamariah,	& Erlina (2022)
	Pengetahuan Perpajakan, Kepercayaan pada Aparat Pajak,	Kepatuhan
Mendaftarkan Diri
	Pengetahuan dan kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap   kepatuhan   dalam
mendaftar sebagai WP


Sumber: Diolah Peneliti, 2025








2.3 [bookmark: _bookmark19]Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan hubungan antara teori yang digunakan untuk mendukung penelitian, yang berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan penelitian secara sistematis. penelitian ini menggunakan teori atribusi yang menjelaskan bahwa ketika seseorang mengamati suatu perilaku, ia akan berupaya menilai apakah perilaku tersebut dipengaruhi oleh faktor internal (yang berasal dari dalam individu) atau faktor eksternal (yang berasal dari lingkungan luar). Teori ini menghubungkan tiga variabel utama yang saling berkaitan, yaitu insentif pajak, tingkat pendapatan UMKM, dan kepatuhan untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 2.1. Setiap variabel tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan psikologis yang dijelaskan melalui beberapa teori seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, yang membantu memahami bagaimana UMKM di Kota Samarinda mematuhi kewajiban perpajakan mereka dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
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Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Sumber: Penulis, 2025

Berdasarkan Gambar 2.1, Insentif Pajak berfungsi sebagai faktor eksternal yang diberikan oleh pemerintah untuk mendorong UMKM agar mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Berdasarkan Teori atribusi, pemilik UMKM membuat keputusan dengan cara analitis, jika individu (UMKM) melihat adanya insentif pajak, mereka dapat mengatribusikan bahwa lingkungan mendukung kepatuhan, merasa diberi kemudahan atau penghargaan oleh otoritas (pemerintah), dan merespons secara positif melalui perilaku patuh, seperti mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Jika insentif pajak yang diberikan cukup menguntungkan, seperti pengurangan pajak atau pembebasan pajak tertentu, maka UMKM akan merasa
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lebih termotivasi untuk mematuhi kewajiban perpajakan UMKM. Dalam hal ini, insentif pajak menjadi stimulus yang dapat mengurangi beban yang dirasakan oleh pelaku usaha, sehingga UMKM lebih cenderung untuk mendaftar sebagai wajib pajak. Teori atribusi juga relevan, karena menjelaskan bagaimana insentif yang diberikan oleh pemerintah (faktor eksternal) bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan UMKM terhadap kewajiban perpajakan, dengan cara meminimalisir biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak.
Kemudian, Tingkat Pendapatan menjadi variabel penting lainnya dalam penelitian ini. Teori Atribusi menjelaskan Tingkat Pendapatan sebagai faktor internal, karena mencerminkan kemampuan ekonomi individu atau pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Ketika UMKM menilai apakah mereka mampu mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, mereka akan mempertimbangkan pendapatan yang mereka miliki sebagai cerminan dari kapasitas internal. Semakin tinggi pendapatan yang diterima, maka semakin besar kemungkinan UMKM menilai bahwa mereka memiliki kemampuan finansial yang memadai, sehingga memunculkan perilaku patuh, seperti mendaftar sebagai Wajib Pajak. sebaliknya, apabila pendapatan dianggap tidak mencukupi, maka UMKM cenderung mengatribusikan ketidakpatuhan mereka pada keterbatasan internal. Dengan demikian, Tingkat Pendapatan UMKM berperan sebagai salah satu penyebab internal dalam proses atribusi yang memengaruhi perilaku individu, dalam hal ini Keputusan untuk patuh terhadap kewajiban pajak.
Terakhir, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM merupakan hasil dari interaksi antara insentif pajak dan tingkat pendapatan UMKM. Teori atribusi menekankan





bahwa individu akan menafsirkan penyebab dari perilaku mereka dengan mempertimbangkan faktor internal maupun eksternal. Dalam konteks kepatuhan pajak, keputusan UMKM untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak merupakan bentuk perilaku yang muncul dari proses evaluasi terhadap berbagai penyebab. UMKM akan menilai, Faktor internal, seperti kemampuan finansial (tingkat pendapatan) dan kesadaran pribadi terhadap pentingnya pajak. Faktor eksternal, seperti insentif pajak atau kebijakan pemerintah yang memberikan kemudahan. Jika UMKM mengatribusikan bahwa mereka mampu secara finansial dan lingkungan mendukung atau memberi kemudahan, maka mereka akan lebih cenderung menunjukkan perilaku patuh, yaitu mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Sebaliknya, jika mereka merasa tidak mampu atau tidak mendapatkan dukungan eksternal, maka tingkat kepatuhan akan cenderung rendah. Dengan demikian, Teori Atribusi menjelaskan bahwa Kepatuhan UMKM adalah hasil dari proses penilaian sebab-akibat, yang dipengaruhi oleh persepsi terhadap faktor internal dan faktor eksternal yang relevan.
2.4 [bookmark: _bookmark20]Pengembangan Hipotesis

2.4.1 [bookmark: _bookmark21]Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan UMKM Untuk Mendaftarkan Diri Sebagai Wajib Pajak
Menurut Teori Atribusi insentif pajak digolongkan sebagai faktor eksternal yang dapat memengaruhi perilaku individu atau badan usaha. Ketika pelaku UMKM menilai bahwa lingkungan fiskal mendukung dan memberikan kemudahan, mereka akan lebih terdorong untuk bersikap patuh, termasuk mendaftarkan diri secara resmi sebagai wajib pajak (Smith et al., 2020). Insentif





Pajak dapat berfungsi sebagai dorongan yang signifikan untuk meningkatkan motivasi UMKM untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Ketika insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah dianggap cukup menguntungkan, pemilik UMKM lebih cenderung untuk mendaftar sebagai wajib pajak, karena UMKM melihat ini sebagai kesempatan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar. Selain itu, UMKM juga dapat memperoleh keuntungan tambahan, seperti akses ke fasilitas pembiayaan atau dukungan keuangan yang dapat membantu kelangsungan dan perkembangan usaha UMKM (Sumantri, 2018). Sebagai contoh, jika pengurangan pajak yang ditawarkan cukup besar, UMKM akan merasa lebih dihargai dan diberi kemudahan dalam menjalankan usaha UMKM.
Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Maria Angelina Jelita et al. (2023). menunjukkan bahwa insentif pajak memiliki dampak positif terhadap peningkatan tingkat kepatuhan UMKM dalam membayar pajak di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Hasil penelitian ini mendukung pandangan bahwa pemberian insentif pajak yang tepat dapat mendorong UMKM untuk lebih aktif dalam mendaftar dan mematuhi kewajiban perpajakan UMKM, karena UMKM merasa bahwa manfaat yang diterima lebih besar daripada biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kewajiban tersebut. Berdasarkan penjelasan teori dan temuan dari penelitian sebelumnya, hipotesis pertama dapat dirumuskan sebagai berikut:
H1	: Insentif pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan UMKM di Kota Samarinda untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak.





2.4.2 [bookmark: _bookmark22]Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan UMKM Untuk Mendaftarkan Diri Sebagai Wajib Pajak
Dalam perspektif Teori Atribusi, tingkat pendapatan dikategorikan sebagai faktor internal. Artinya, memiliki peran penting dalam mempengaruhi keputusan ekonomi, termasuk keputusan yang berkaitan dengan perpajakan. UMKM yang memiliki pendapatan lebih tinggi biasanya lebih mampu memenuhi kewajiban perpajakan UMKM, karena UMKM memiliki kapasitas finansial yang lebih besar untuk membayar pajak, biaya administrasi, dan mengikuti aturan perpajakan yang berlaku. Lebih lanjut, UMKM dengan pendapatan yang lebih tinggi cenderung melihat pendaftaran sebagai wajib pajak sebagai suatu keputusan yang menguntungkan, karena dapat membuka berbagai peluang, seperti akses ke fasilitas pembiayaan, peluang bisnis baru, dan insentif pajak yang lebih menguntungkan. Dengan demikian, keputusan untuk mendaftar sebagai wajib pajak seringkali dilihat sebagai langkah strategis untuk mendapatkan manfaat jangka panjang (Nitara & Setiawan, 2023).
Hasil penelitian oleh Henriette & Erasashanti (2023) juga mendukung pandangan ini, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan UMKM, semakin besar kemungkinan UMKM untuk mematuhi kewajiban perpajakan dan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Hal ini sejalan dengan teori yang menjelaskan bahwa UMKM dengan pendapatan tinggi akan lebih mampu mengevaluasi manfaat dan risiko terkait dengan kewajiban perpajakan secara rasional, dan lebih cenderung untuk mematuhi peraturan yang ada karena UMKM dapat melihat keuntungan ekonomi yang lebih besar, baik dalam bentuk insentif





atau akses ke berbagai layanan yang dapat mendukung perkembangan bisnis UMKM. Berdasarkan penjelasan teori dan temuan dari penelitian sebelumnya, hipotesis kedua dapat dirumuskan sebagai berikut:
H2	: Tingkat pendapatan UMKM berpengaruh signifikan dan positif terhadap keputusan UMKM di Kota Samarinda untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak.
2.5 [bookmark: _bookmark23]Model Penelitian

Berdasarkan beberapa usulan hipotesis di atas, model penelitian dapat dikembangkan seperti yang diberikan oleh Gambar 2.2.
[image: ]

Gambar 2.2 Model Penelitian

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Model penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh insentif pajak dan tingkat pendapatan UMKM terhadap kepatuhan UMKM di Kota Samarinda untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
Hipotesis pertama (H1) menguji pengaruh insentif pajak terhadap keputusan UMKM untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Berdasarkan teori kepatuhan





pajak, insentif pajak seperti pengurangan atau pembebasan pajak dapat meningkatkan motivasi UMKM untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan mematuhi kewajiban perpajakan UMKM. UMKM yang merasa mendapatkan manfaat dari kebijakan perpajakan yang menguntungkan, seperti pengurangan pajak, lebih cenderung untuk mendaftar sebagai wajib pajak.
Selanjutnya, hipotesis kedua (H2) menguji pengaruh tingkat pendapatan UMKM terhadap keputusan UMKM di Kota Samarinda untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Berdasarkan Teori Perilaku Ekonomi dan Teori Ekonomi Kewirausahaan, pendapatan UMKM memiliki peran penting dalam keputusan perpajakan. UMKM dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi cenderung memiliki kapasitas yang lebih besar untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan memenuhi kewajiban perpajakan UMKM, termasuk biaya administratif dan mematuhi regulasi pajak yang ada. Di sisi lain, UMKM dengan pendapatan lebih rendah mungkin merasa beban pajak UMKM lebih berat, sehingga kurang termotivasi untuk mendaftar sebagai wajib pajak. Oleh karena itu, tingkat pendapatan menjadi faktor yang signifikan dalam mempengaruhi keputusan UMKM untuk mematuhi kewajiban perpajakan.





BAB III

[bookmark: _bookmark24]METODE PENELITIAN
3.1 [bookmark: _bookmark25]Definisi Operasional

Penelitian ini melibatkan dua jenis variabel, yakni variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, sedangkan variabel independen meliputi insentif pajak (X1), dan tingkat pendapatan (X2).
3.1.1 [bookmark: _bookmark26]Kepatuhan UMKM untuk mendaftar diri sebagai Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan UMKM untuk mendaftar sebagai wajib pajak mengacu pada tindakan sadar dan resmi dari pelaku usaha untuk mencatatkan usahanya di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau kantor pajak dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Keputusan ini menunjukkan tingkat kepatuhan dan kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakan, yang juga berdampak pada kelayakan mereka menerima insentif dan akses terhadap dukungan pemerintah lainnya. Dalam konteks penelitian, Kepatuhan ini menjadi indikator penting untuk mengukur keterlibatan UMKM dalam sistem perpajakan nasional. Untuk menilai variabel ini secara menyeluruh, digunakan beberapa indikator berikut (Agustiana et al., 2023; Ernawati et al., 2022; Putri & Setiawan, 2024):
1. Status pendaftaran sebagai wajib pajak

a. Apakah UMKM telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

b. Tahun atau periode pendaftaran sebagai wajib pajak

c. Status aktif atau tidak aktif dalam sistem perpajakan DJP





2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan

a. Konsistensi dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)

b. Ketaatan dalam membayar pajak sesuai ketentuan

c. Kepatuhan terhadap tenggat waktu pelaporan dan pembayaran

3. Faktor yang memengaruhi kepatuhan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak
a. Pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak
b. Hubungan antara tingkat pendapatan dan kesediaan untuk menjadi wajib pajak
c. Persepsi terhadap beban pajak dan kemudahan proses administrasi

4. Kesadaran akan manfaat menjadi wajib pajak

a. Pengetahuan tentang keuntungan formal seperti akses pembiayaan, legalitas usaha, dan fasilitas pemerintah
b. Persepsi UMKM terhadap kontribusi perpajakan bagi pembangunan negara
c. Keyakinan bahwa menjadi wajib pajak dapat meningkatkan citra usaha

5. Tingkat komitmen terhadap kewajiban pajak setelah mendaftar

a. Konsistensi dalam menjaga status sebagai wajib pajak aktif

b. Keikutsertaan dalam program edukasi atau sosialisasi pajak

c. Kemauan untuk memperbaiki kepatuhan pajak jika sebelumnya pernah mengalami kendala





3.1.2 [bookmark: _bookmark27]Insentif Pajak (X1)

Insentif pajak dalam penelitian ini indikator operasional disusun berdasarkan beberapa aspek penting yang berkaitan dengan sejauh mana UMKM mengenal, mengakses, dan memanfaatkan kebijakan insentif pajak yang disediakan oleh pemerintah. Indikator ini juga mencerminkan dampak insentif terhadap perilaku kepatuhan perpajakan pelaku UMKM. Adapun indikator operasionalnya dapat dijelaskan sebagai berikut (Andreansyah & Farina, 2022; Aryawan et al., 2022; Khairiyah & Akhmadi, 2019; Putri & Setiawan, 2024):
1. Jenis insentif pajak yang diketahui oleh UMKM
Indikator ini mengukur seberapa banyak dan jenis insentif pajak yang diketahui oleh pelaku UMKM. Pengetahuan ini mencakup:
a. Pengurangan tarif pajak

b. Pembebasan pajak untuk usaha tertentu

c. Keringanan lain seperti skema cicilan pajak atau pembebasan dari pemeriksaan pajak
2. Aksesibilitas terhadap insentif pajak

Indikator ini menilai kemudahan UMKM dalam memperoleh dan mengakses insentif pajak, yang meliputi:
a. Kemudahan memperoleh informasi terkait insentif pajak

b. Kemudahan prosedur administratif untuk mendapatkan insentif

c. Ketersediaan bantuan atau fasilitas dari otoritas pajak dalam mengurus insentif
3. Pemanfaatan insentif pajak oleh UMKM
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Indikator ini mengukur seberapa sering atau seberapa besar UMKM memanfaatkan insentif yang tersedia, seperti:
a. Pengalaman memperoleh pengurangan tarif pajak

b. Pengalaman mendapatkan pembebasan pajak

c. Jumlah dan frekuensi insentif yang telah diterima

4. Manfaat yang dirasakan dari insentif pajak

Indikator ini mengevaluasi sejauh mana insentif yang diterima memberikan dampak nyata bagi UMKM, antara lain:
a. Membantu mengurangi beban perpajakan

b. Meningkatkan kemampuan UMKM dalam memenuhi kewajiban pajak

c. Memberikan dorongan atau motivasi untuk tetap patuh terhadap regulasi pajak
5. Tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap insentif pajak

Indikator ini mencerminkan sejauh mana pelaku UMKM memahami isi, syarat, dan manfaat dari kebijakan insentif pajak. Penilaiannya mencakup:
a. Pemahaman terhadap jenis dan bentuk insentif

b. Pengetahuan tentang cara memperoleh insentif

c. Pengaruh	pengetahuan	ini	terhadap	kepatuhan	UMKM	dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak
3.1.3 [bookmark: _bookmark28]Tingkat Pendapatan (X2)

Variabel tingkat pendapatan UMKM dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan kondisi finansial pelaku usaha dan kapasitas ekonomi dari bisnis yang dijalankan. Tingkat pendapatan menjadi aspek penting yang tidak hanya
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mencerminkan keberhasilan operasional usaha, tetapi juga dapat memengaruhi keputusan penting seperti pendaftaran sebagai wajib pajak. Selain itu, pendapatan UMKM juga dapat mencerminkan kontribusi terhadap perekonomian lokal, khususnya di wilayah Kota Samarinda. Oleh karena itu, pengukuran tingkat pendapatan dilakukan secara sistematis melalui beberapa indikator berikut (Fadilah et al., 2021; Henriette & Erasashanti, 2023):
1. Jumlah pendapatan tahunan yang diperoleh UMKM

a. Pendapatan rata-rata per tahun dari hasil usaha

b. Kategori pendapatan: rendah, sedang, dan tinggi, berdasarkan rentang pendapatan tahunan
c. Penyesuaian dengan standar UMKM di Kota Samarinda atau nasional

2. Sumber data pendapatan

a. Keberadaan laporan keuangan tertulis atau pembukuan sederhana

b. Pendapatan berdasarkan estimasi pelaku UMKM (jika tidak tersedia laporan keuangan)
c. Tingkat akurasi dan konsistensi informasi pendapatan yang diberikan

3. Frekuensi dan fluktuasi pendapatan

a. Pola pendapatan bulanan/tahunan (musiman atau stabil)

b. Adanya penurunan atau peningkatan pendapatan dalam satu tahun terakhir
c. Faktor-faktor yang memengaruhi fluktuasi tersebut (misal: pandemi, pasar, musim)
4. Kategori tingkat pendapatan





a. UMKM dengan pendapatan tahunan di bawah Rp50 juta (kategori rendah)
b. UMKM dengan pendapatan antara Rp50 juta hingga Rp500 juta (kategori sedang)
c. UMKM dengan pendapatan di atas Rp500 juta (kategori tinggi)

5. Metode pengumpulan data pendapatan

a. Wawancara langsung dengan pelaku UMKM

b. Kuesioner terkait pendapatan usaha dan sumber pendapatan utama

c. Pertanyaan tambahan mengenai faktor yang memengaruhi naik turunnya pendapatan
3.2 [bookmark: _bookmark29]Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh UMKM yang ada di Kota Samarinda, yang merupakan unit analisis dalam penelitian ini. UMKM yang dimaksud meliputi berbagai jenis usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah, yang beroperasi di wilayah Samarinda. Secara spesifik, populasi ini mencakup usaha yang memiliki pendapatan yang bervariasi dari rendah hingga tinggi, dan memiliki karakteristik beragam sesuai dengan sektor usaha yang mereka jalankan, seperti perdagangan, manufaktur, jasa, dan lain-lain. Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Ihsan et al. (2024), total UMKM yang tercatat di Kota Samarinda pada tahun 2023 mencapai 30.764 unit. UMKM tersebut bergerak di berbagai sektor, seperti kuliner, fesyen, pendidikan, otomotif, agrobisnis, teknologi internet, serta sektor lainnya. Oleh karena itu, jumlah populasi dalam penelitian ini ditetapkan sebesar N = 30.764. Peneliti menggunakan estimasi atau





data tersebut dari instansi terkait, seperti Dinas Koperasi dan UMKM Samarinda atau KPP Pratama Kota Samarinda.
Penentuan ukuran sampel yang digunakan adalah non-probability sampling dengan teknik sampling purposive (purposive sampling). Pada penelitian ini responden yang diminta untuk mengisi kuesioner berdasarkan kriteria sebagai berikut :
1. UMKM yang telah :

· Memiliki NPWP

· Terdaftar di KPP Pratama Samarinda
2. UMKM yang belum :

· Memiliki NPWP

· Terdaftar di KPP Pratama Samarinda

3. 	UMKM yang telah menjalankan kegiatan usaha aktif minimal 1 tahun Dikarenakan jumlah populasi penelitian sudah diketahui, maka dapat
menggunakan rumus Slovin (Persamaan 3.1) yang sesuai dengan jumlah populasi UMKM di Samarinda, meliputi :




Keterangan:

𝑁
𝑛 = 1 + 𝑁𝑒2


(3.1)

n	= Ukuran sampel yang dibutuhkan
N	= Jumlah total populasi UMKM
e	= Margin of error (10%=0,1)





Dengan mengacu pada jumlah populasi UMKM di Kota Samarinda yang telah diketahui, yaitu N = 30.764, serta menggunakan rumus pada Persamaan (3.1), diperoleh bahwa ukuran sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak n = 396,3 dengan metode perhitungan sebagai berikut:
𝑁
𝑛 = 1 + 𝑁𝑒2
30.764
𝑛 = 1 + 30.764(0,1)2
30.764
𝑛 = 1 + 30.764(0,1)2


𝑛 =

30.764


1 + 3076,4



𝑛 =

30.764


1 + 3076,4



𝑛 =

30.764


3077,4

𝑛 = 99,96 dibulatkan menjadi 100 responden

Oleh karena itu, diperlukan minimal 100 unit UMKM sebagai sampel agar hasil penelitian yang diperoleh bersifat representatif dan valid. Dalam hal ini, peneliti akan memilih UMKM yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil, atau menengah dan yang beroperasi di Samarinda. Peneliti juga akan memilih UMKM yang memiliki variasi dalam hal status perpajakan, yakni UMKM yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak dan UMKM dan yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memilih sampel yang paling sesuai dengan tujuan penelitian, yakni untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi





kepatuhan UMKM dalam mendaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Samarinda.
3.3 [bookmark: _bookmark30]Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif. Data kuantitatif mencakup informasi numerik yang dapat diukur, seperti pendapatan tahunan UMKM, jumlah insentif pajak yang diterima, dan status pendaftaran sebagai wajib pajak yang diperoleh dari data wajib pajak UMKM yang ada di KPP Pratama Samarinda dan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian Kota Samarinda.
Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer ini akan diukur melalui observasi, survei, kuesioner atau google form, serta wawancara mendalam untuk mendapatkan wawasan lebih dalam tentang kepatuhan perpajakan mereka. Data ini akan membantu menggambarkan konteks dan kebijakan yang memengaruhi kepatuhan UMKM dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak di KPP Pratama Samarinda.
3.4 [bookmark: _bookmark31]Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data akan dilakukan menggunakan dua metode utama: kuesioner dan wawancara mendalam.
Kuesioner menjadi metode pengumpulan data yang efektif apabila peneliti telah memiliki pemahaman yang mendalam mengenai variabel yang akan diteliti serta mengetahui informasi apa yang dibutuhkan dari responden (Sugiyono, 2022). Kuesioner akan digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif dari pelaku UMKM di Samarinda. Kuesioner ini berisi pertanyaan terkait pendapatan UMKM,





status pendaftaran sebagai wajib pajak, dan pemahaman mereka tentang insentif pajak. Pertanyaan akan mencakup pilihan ganda, skala likert dengan nilai 1-5, dan beberapa pertanyaan terbuka untuk menggali persepsi UMKM terhadap insentif pajak dan kewajiban perpajakan. Kuesioner ini akan disebarkan baik secara langsung maupun online kepada sampel yang telah ditentukan (Sugiyono, 2022).
Tabel 3.1 Skala Likert

	Kriteria Penilaian
	Skor

	Sangat Setuju
	5

	Setuju
	4

	Netral
	3

	Tidak Setuju
	2

	Sangat Tidak Setuju
	1


Sumber: Sugiyono,2022

Wawancara mendalam akan dilakukan untuk menggali informasi yang lebih rinci mengenai alasan dan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan UMKM untuk mendaftar atau tidak sebagai wajib pajak. Wawancara ini akan menanyakan tentang hambatan yang mereka hadapi, persepsi terhadap insentif pajak, serta pengalaman mereka dengan sistem perpajakan. Wawancara ini akan dilakukan dengan pelaku UMKM yang terpilih berdasarkan kriteria tertentu.
3.5 [bookmark: _bookmark32]Alat Analisis Data

Alat analisis data dalam penelitian ini yaitu Partial Least Squares Structual Equation Modeling (PLS-SEM) dengan menggunakan software SmartPLS versi 4.0, mulai dari pengukuran model (outer model), struktur model (inner model) dan pengujian hipotesis, dengan menggunakan metode pengukuran data yang bersifat Principle Component Analiysis, yaitu blok ekstraksi varian untuk melihat hubungan indikator dengan konsturk latennya dengan menghitung total varian yang terdiri





atas varian umum (common variance), varian spesifik (specific variance), dan varian error (error variance). Sehingga total varian menjadi tinggi. Model pengembangan menggunakan analisis jalur (path analisis) sebagai berikut :
Y1 = a + b1X1 + b2X2 + e1

Model struktual (inner model) juga merupakan model struktual untuk memprediksi hubungan kausalitas antar variabel laten. Proses bootstrapping digunakan untuk memperoleh parameter uji T-statistik, sehingga dapat diketahui apakah terdapat hubungan kausalitas yang signifikan. Evaluasi terhadap model struktual dilakukan dengan memperhatikan persentase varian yang dijelaskan (R2) pada variabel dependen. Selain itu, digunakan pula ukuran prediktif berupa Stone- Geisser Q-square test dan juga melihat besarnya koefisien jalur strukturalnya (Hantono & Sianturi, 2021).
3.5.1 [bookmark: _bookmark33]Uji Validasi

Uji Validasi merupakan pengujian yang digunakan untuk menentukan apakah suatu instrumen pengukuran dapat digunakan (aktif) atau tidak digunakan (nonaktif). Instrumen pengukuran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah butir- butir pertanyaan yang terdapat dalam angket (Sukma et al., 2022).
Jika pada uji validasi tingkat signifikasi yang digunakan yaitu 5% (0,05), dengan kriteria pengujian sebagai berikut :
1. H0 terbukti apabila r hitung > r table

2. H0 tidak terbukti apabila r statistik ≤ r tabel





3.5.2 [bookmark: _bookmark34]Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah angket yang digunakan dalam pengumpulan data sudah reliabel atau tidak. Reliabilitas instrument dapat diuji dengan berbagai metode, salah satunya menggunakan Cronbach’s alpha. Nilai Cronbach’s alpha berkisar antara 0 hingga 1;semakin tinggi nilainya, semakin reliabel intrumen tersebut. Jika nilai Cronbach’s alpha lebih besar dari r-tabel dengan taraf signifikansi 0,05, maka angket memiliki tingkat reliabilitas yang baik, atau dengan maksud lain data hasil angket dapat dipercaya (Puspasari et al., 2022). Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :
r11 = [  𝑘  ] [ 1 - Ʃơ𝑏2]
(𝑘−1)	ơ𝑡2
Keterangan :
r11	: koefisien reliabilitas instrumen (total tes) k	: jumlah butir pertayaan yang sah
Ʃơb2	: jumlah varian butir
Ơt2	: varian skor total

3.5.3 [bookmark: _bookmark35]Analisis Model Pengukuran (Outer Model)

Analisis Model Pengukuran atau outer model yang dibangun dari kerangka konseptual, outer model PLS menjelaskan hubungan antar masing-masing variabel yang bersumber dari berbagai teori yang ada maupun penelitian terdahulu. Untuk masing-masing variabel yang akan diuji dilengkapi dengan indikator-indikator yang  dibangun  dari  hubungan  antara  teori-teori.  Hasil  analisis  dengan





menggunakan partial least square (PLS) dapat dilihat dari beberapa model evaluasi pengukuran sebagai berikut (Hantono & Sianturi, 2021):
1. Convergen Validity

Pengujian convergen validity dilakukan menggunakan nilai outer loading atau loading factor. Sebuah indikator dianggap memiliki convergen validity yang baik jika nilai outer loading-nya (> 0.70). Berdasarkan hasil pengujian, seluruh indikator memiliki nilai outer loading diatas 0,60, sehingga dinyatakan valid dan layak digunakan dalam penelitian serta dapat dilanjutkan ke tahap analisis berikutnya.
2. Discriminant Validity

Hasil uji discriminant validity dianalisis menggunakan nilai cross loading. Sebuah indikator dinyatakan memenuhi discriminant validity jika nilai cross loading-nya pada variabel yang diukur lebih besar dibanding dengan variabel lain. Selain itu, discriminant validity juga dapat dievaluasi melalui nilai Average Variance Extracted (AVE), yang disyaratkan > 0,5 agar model dikaterorikan baik.
3. Composite Reliability

Composite Reliability digunakan untuk mengukur konsistensi reliabilitas indikator dalam suatu variabel. Suatu variabel dinyatakan memenuhi kriteria composite reliability apabila nilainya melebihi 0,60. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria tersebut, sehingga memiliki tingkat realibilitas yang tinggi.
4. Cronbach’s Alpha
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Selain composite reliability, penguji reliabilitas juga diperkuat dengan nilai Cronbach”s alpha. Suatu variabel dinyatakan reliabilitas jika memiliki nilai Cronbach’s alpha > 0,70. Berdasarkan hasil analisis, seluruh variabel penelitian telah memenuhi syarat tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan memiliki tingkat realibilitas yang kuat.
3.5.4 [bookmark: _bookmark36]Analisis Model Struktual (Inner Model)

Analisis Model Struktual Inner Model adalah suatu uji yang dilakukan berdasrkan koefisien jalur dengan tujuan untuk menilai signifikansi dan pengaruh yang direpresentasikan dalam uji path coefficient, uji goodness of fit dan uji hipotesis (Hantono & Sianturi, 2021).
1. Uji Path Coefficient

Uji Path Coefficient digunakan untuk melihat kekuatan pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen. Sementara itu, nilai coefficient of determination (R-Square) mengukur seberapa besar variabel endogen dipengaruhi oleh variabel lain. Menurut Ghozali (2016), R-Square di atas 0,67 menunjukkan pengaruh yang kuat, 0.33-0,67 termasuk kategori sedang, dan 0.19-0,33 tergolong lemah. Semakin tinggi nilai koefisien, semakin kuat pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen.
2. Uji Goodness of Fit

Uji Goodness of Fit dilakukan dengan melihat nilai Q-Square, yang memiliki makna serupa dengan R-Square dalam analisis regresi. Semakin tiinggi nilai Q-Square, semakin baik kecocokan (fit) model dengan data.
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3.5.5 [bookmark: _bookmark37]Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur sejauh mana model dapat menjelaskan variasi pada variabel dependen. Nilai R² berkisar antara nol hingga satu. Jika nilai R² kecil, berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas.
3.5.6 [bookmark: _bookmark38]Uji Hipotesis

Uji hipotesis menggunakan metode SEM-PLS yang dilakukan dengan bootstrapping dengan menggunakan Smart PLS versi 4.0 yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana pengaruh masing-masing variabel independen secara individu dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan dalam penelitian ini dengan memeriksa nilai T-statistic dan nilai P-Values
. Hipotesis diterima jika P-values < 0,05. Hasil pengujian hipotesis diperoleh melalui analisis inner model, dengan tingkat signifikansi (α) sebesar 5%.
Uji t bertujuan untuk mengukur pengaruh variabel independen (X) secara parsial terhadap variabel dependen (Y). Dengan tingkat signifikansi 5%, variabel independen (X) dikatakan berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) berdasarkan ketentuan berikut:
1. Jika nilai signifikansi > 0,05, maka H0 diterima dan Ha ditolak, yang berarti variabel independen (X) tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen (Y).
2. Jika nilai signifikansi < 0,05, maka H0 ditolak dan Ha diterima, yang berarti variabel independen (X) berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen (Y).
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